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ORINEWS.id  –  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)
periode 2010-2014, Busyro Muqoddas menyebut bahwa saat ini
terjadi reinkarnasi nepotisme, yakni dinasti Politik nepotisme
di lingkungan Istana Negara.

Untuk itu, KPK diminta untuk menindaklanjuti kasus Izin Usaha
Pertambangan (IUP) “Blok Medan”.

Hal tersebut disampaikan Busyro usai menemui Ketua Sementara
KPK, Nawawi Pomolango bersama beberapa mantan pimpinan KPK
lainnya,  yakni  Saut  Situmorang,  Bambang  Widjojanto,  mantan
penasihat KPK Abdullah Hehamahua, serta mantan pegawai KPK dan
pegiat antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan
Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Dalam  pertemuan  selama  2,5  jam  itu  kata  Busyro,  mereka
menyoroti beberapa kasus yang sensitif.
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“Tapi  khusus  itu  kami  diskusikan  itu  tidak  lepas  dari
persoalan-persoalan politik yang episentrum politiknya ada di
Istana Negara. Apalagi kita membaca di Istana Negara itu sudah
ada proses reinkarnasi nepotisme yang dulu di era Orde Baru
sudah dilarang di dalam salah satu Tap MPR, sekarang malah
mengalami pembangkitan kembali secara lebih mengeras, yaitu
dinasti politik nepotisme,” kata Busyro kepada wartawan di
Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore (14/8).

Akibat dinasti politik nepotisme itu, kata Busyro, berefek
langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  proses-proses
penegakan  hukum  di  Indonesia.

“Yang terkait dengan KPK, ada tiga hal yang nanti secara rinci
akan disampaikan Pak Abdullah dan lain-lain. Yang tiga hal itu
singkatnya  tentang  Blok  Medan.  Yang  kedua  tentang  proses
seleksi pimpinan KPK yang menyangkut kriteria yang seharusnya
dipertimbangkan  oleh  Pansel  maupun  juga  KPK.  Karena  KPK
berkepentingan untuk itu, yaitu menyangkut etika. Dan yang
ketiga tentang status Firli Bahuri,” jelasnya.

Ketiga  hal  tersebut,  lanjut  dia,  tidak  lepas  korelasinya
dengan kultur, proses, dan mekanisme politik yang imperium
penjungkirbalikannya secara tatanan moral etika negara yang
justru bersumber dari Istana Negara.

“Oleh karena itu tadi kami dengan Pak Nawawi. Beliau terbuka,
terbuka sekali, dan perhatian sekali dengan apa yang kami
sampaikan, dan akan ditindak lanjuti,” pungkas Busyro.


